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Dalam penyelenggaraan Pemerintahan secara umum di Negara
kita telah terjadi paradigma baru sehubungan dengan ditetap-
kannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perim-
bangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Kedua Undang-undang
tersebut telah memberi kewenangan yang luas kepada Daerah dan
didukung penyediaan dana perimbangan keuangan yang mengandung
konsekuensi perubahan sistem penyelenggaraan Pemerintah yang
mendasar baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Propinsi dan
Kabupaten.

Di Era desentralisasi, kedudukan dan peran Pemerintah
lebih bertendensi untuk membatasi intervensi Pemerintah yang
terlalu jauh mengatur kehidupan masyarakat, melalui kebijakan
deregulasi, debirokrasi, desentralisasi, dan privatisasi yang
secara keseluruhan akan merubah paradigma, visi dan strategi
organisasi Pemerintah dalam rangka meningkatkan efisiensi serta
daya saing yang tinggi sehingga mampu memberikan pelayanan yang
prima kepada masyarakat.

Dengan perubahan undang-undang Pemerintahan Daerah, akan
membawa konsekuensi perubahan kewenangan sistem penyelenggaraan
pemerintahan dan perubahan tugas dan tatalaksana Pemerintah
Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan penataan
kelembagaan dijajaran Pemerintah Kabupaten berdasarkan Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 dimaksud yang membawa konsekuensi
perubahan kelembagaan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah
Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan/Desa.

Sesuai yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84
Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang disusun berda-
sarkan pertimbangan-pertimbangan kewenangan pemerintahan yang
dimiliki oleh Daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan
Daerah, kemampuan keuangan Daerah, ketersediaan sumber daya
aparatur dan pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan/atau
dengan pihak ketiga. 3

Atas dasar hal tersebut telah disusun Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang yang dituangkan
dalam :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 29 Tahun 2000 ten-
tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Batang ;




2. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nosor 30 Tahun 2000 ten-
tang Penbentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Leabaga
Teknis Xabupaten Batang

3. Peraturan Daerah Xabupalten Batang Momor 31 Tahbun 2000 ten-
tang Pesbentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kabupaten Batang ;

yang secara keseluruhan materinya tercantum dalam buku ini.

Demikian buku Penataan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Batang inl disusun dengan harapan dapat bermanfaat

bagl kita semua dan diucapkan terima kasih atas saran/usul dari
semua pihak,

fembina Tingkat I
NIP. 500 042 308



PENATAAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGRUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
BERDASARKAN UU NOMOR 22 TAHUN 2000

Bagian Pemerintahan

a. Sub Bagian Tata Femerintahan Umum

0. Sub Bagian Perangkat Daerah ;

C. Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa, Lembaga Desa dan
Rekayaan Desa ;

G. Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Desa ;

. Sub Bagian Agraria.

Bagian Hukum

a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan ;
D. Sub Bagian Bantuan Hukum ;

C. Sub Bagian Dokumentasi Hukum ;

G. Sub Bagian Perijinan.

Informasi dan Kehumasan

a. Sub Bagian Penerangan Umum ;

b. Sub Bagian Forum Komunikasi Sosial ;
G

d
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Sub Bagian Penerbitan dan Pameran ;
Sub Bagian Pemberdayaan Lembaga Kehumasan.

ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN

Bagian Perekonomian

a. Sub Bagian Perekonomian Daerah ;
b. Sub Bagian Produksi Daerah ;

¢. Sub Bagian Perbankan dan BUMD.

2. Bagian Lingkungan Hidup dan Produksi

a. Sub Bagian Perindustrian, Pertambangan dan Pariwisata
G. Sub Bagian AMDAL ; '

b. Sub Bagian Penangguiangan Pencemaran ;

Bagian Sosial

a. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan ;
b. Sub Bagian Kesenatan, Pemuda dan Oian Raga ;
c. Sub Bagian Ketenagakerjaan ;

d. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan.

)

4. Bagian Administrasi Pembangunan
: a. Sub Bagian Program Kerja ;
b. Sub Bagian Pengendaiian ;
" ¢. Sub Bagian Evaiuasi dan Laporan.



ASISTEN ADMINISTRASI
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Bagian
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Bagian
a. Sub
b. Sub
¢. Sub
d. Sub
e. Sub
f. Sub

Keuangan

Bagian
Bagian
Bbagian
Bagian
Bagian

VerifTikasi ;
Pembukuan ;

Anggaran ;

Pemegang Kas Daerah ;
FPerbendaharaan.

Kepegawaian

Bagian
bagian

Bbagian Fendidikan dan Latihan Pegawai.

sagian
pagian

Umum ;
Pengembangan Karier ;

Administrasi Pensiun
Mutasi

Organisasi

Bagian
Bagian
Bagian
Bagian

Umum .
Bagian
Bagian
Bagian
Bagian
Bagian
Bagian

Keiembagan ;

Tata Laksana ;
Pengoiahan Data ;
Perpustakaan.

Tata Usabha

Sandi dan teiekomunikasi
Pengadaan dan Distribusi
Rumah Tangga

Protokoi

Periengkapan



SEXKRETARIAT DACRAH
XKegudukan

Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang langsung berada di
bawahn Bupati.

Jugas Pokok

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksa-
nakan tugas pokok penyeienggaraan pemerintahan, peiaksanaan
pembangunan dan pembinaan masyarakat serta pembinaan admnistrasi,
organisasi dan tataiaksana serta memberikan peiayanan teknis
administratif kepada seluruh FPerangkat Daerah.

Fungsi
a. koordinasi staf terhadap segaia kegiatan yang dilakukan oleh

Perangkat Daerah Kabupaten daiam rangka penyeienggaraan
pemerintahan ;

b. pembinaan penyeienggaraan pemerintahan dalam arti mengumpulkan
dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis
serta memantau perkembangan penyeienggaraan pemerintahan ;

¢. pembinaan peiaksanaan pembangunan daiam arti mengumpuikan dan
menganaiisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta
memantau perkembangan penyeienggaraan pembangunan dan pereko-
nomian ;

d. pembinaan kemasyarakatan dalam arti mengumpuikan dan mengana-
iisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta meman-
tau perkembangan penyeienggaraan pembinaan kemasyarakatan ;

€. pembinaan adminisirasi, organisasi dan tatalaksana serta
memberikan peiayanan teknis administratif kepada seluruh
perangkat daerah ;

-t

Koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan dan pembi-
naan hukum yang menyangkut tugas pokok pemerintanan di daerah
dan penyusunan anggaran ;

g. pelaksanaan hubungan masyarakat dan nubungan antar lembaga.
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11. BE4RETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I+ Bagian Umum
4. Sub Bagian Tata Usaha |
b. Sub Bagian Periengkapan ;
. Bub Bagian Keuangan.

¢. Bagian Persicangan
a. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
b. Sub Bagian Humas dan Protokoi;
c. Bub Bagian Dokumen dan Monitoring.




SEKRETARIAT DFRD

Redudukan

Sekretariat Dewan Ferwakiian Rakyat Daerah adaiah unsur staf yang
membantu pimpinan Dewan Perwakiian Rakyat Daerah daiam menyeieng-
garakan tugas dan kewajibannya.

Tugas Pokok

Sekretariat Dewan Perwakiian Rakyat Daerah mempunyai tugas melak-
sanakan segaia usaha dan kegiatan daiam menyeienggarakan rapat-

rapat, urusan rumah tangga dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat
Daeran.

Fungsi

a.

Kocrdinasi daiam arti mengatur dan membina kerjasama, mengin-
tegrasikan dan mensinkronisasikan seiuruh penyeienggaraan
tugas Sekretariat Dewan Perwakiian Rakyat Daerah ;

perencanan daiam arti menyiapkan rencana, mengoiah, meneiaah
dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan Pimpinan Dewan
Perwakiian Rakyat Daerah ;

pembinaan admnistrasi dalam arti membina urusan tata usabha,
mengeioia dan membina Kepegawaian, mengeioia keuangan dan
perbekaian Dewan Perwakiian Rakyat Daeranh ;

menyeienggarakan rapat dan pembuatan risaiah rapat-rapat yang
diseienggarakan oien Dewan Perwakiian Rakyat Daerah ;

Memeiinara dan membina ketertiban serta keamanan.



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

SEXKRETARIS
BAGIAN BAGIAN
UMUM PERSIDANGAN
B ceud v e TE
5UB BAGAN | [ SUBEAGAN
TATA USAHA RAPAT DAN
RISALAH
SUB BAGIAN _ SUB BAGIAN
PERLENGKAPAN | | HUMAS DAN
PROTOKOL
SUB BAGIAN SUS BAGAN
KEUANGAN DOKUMEN DAN
> — 1  MONITORING
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DINAS DAERAH

i. DINAS PENDAPATAN DAERAH

a.
0.

-h
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Kepaia ;

Bagian Tata Usaha membawanhkan
i. Sub Bagian Umum ;

2. Sub Bagian Kepegawaian ;

. Sub Bagian Keuangan ;'

w

Sub Dinas Program membawahkan :

Seksi Penyusunan Program ;

Seksi Pemantauan dan Pengendaiian ;
Seksi Pengembangan Pendapatan ;
Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

P O N) =

ub Dinas Pendataan dan Penetapan membawahkan :
Seksi Pendataan dan Pendaftaran ,;

Seksi Pengoiahan Data dan Informasi ;

Seksi Penetapan;

Seksi Pemeriksaan.

o OO N - O

Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan membawahkan:
i. Seksi Pembukuan Penerimaan ;

Z. Seksi Pembukuan Persediaan ;

3. Seksi Peiaporan.

Sub Dinas Penagihan membawahkan
i. Seksi Penagihan ;
Z. Seksi Keberatan ;

Sub Dinas Penerimaan Sumber Lain-Tain membawankan :
i. Seksi Retribusi Pasar;
Z. Seksi Penerimaan Lain-lain.

Unit Penyuluhan ;
Keiompok Jabatan Fungsionii.



TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jugas FoOkok :

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok meiaksanakan urusan
rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Pemqrin-
tah Pusat atau Pemerintah Propinsi Jawa Tengah di bidang pendapat

an

daeran.

Fungsi

a.

Meiakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan
dan pembinaan, koordinasi teknis di bidang pendapatan daerah
dan tugas-tugas iain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan
Peraturan perundang-undangan yang beriaku.

. Meiakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan

Wajib Retribusi Daeran;

. Membantu meiakukan pekerjaan pendataan obyek dan subyek PBB

yang diiakukan oieh Direktorat Jenderal Pajak / Direktorat PBB
dalam hal menyampaikan dan menerima kembali SPOP Wajib Pajak ;

. Meiakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah,;

. Membantu melakukan penyampaian SPPT, SKP, STP dan sarana

administrasi PBB Tainnya, yang diterbitkan oieh Direktorat
Jenderal Pajak serta membantu meiakukan penyampaian DHKPPBB
yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada petugas
pemungut PBB yang ada di bawah pengawasannya ;

Meiakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penye-
toran Pajak Daeranh, Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah
fainnya ;

. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan

Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Asii Daerah
iainnya, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dili-
mpankan oien Menteri Keuangan kepada Daerah serta peiaksanaan
pengawasan dan pengendalian teknis dibidang pengelolaan
pasar ; |,

. Pemberian bimbingan , pembinaan dan penyuluhan terhadap keber-

sihan dan Pemeiinaraan pasar serta ketertiban pasar ;

. Meiakukan tugas perencanaan dan pengendaiian operasional di

bidang pendapatan, penetapan dan penagihan Pajak Daeranh,
Retribusi Daerah dan PBB ;

. Meiakukan penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah

dan Pendapatan Daerah iainnya serta PBB ;

. Pemberian perijinan penggunaan toko, los, Kios, pelataran

pasar sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oieh Bupati
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

. Meiakukan Urusan Tata Usaha.



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PENDAPATAN DAERAH
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DINAS FERERJAAN UMUM
a. Kepaia ;

©. Bagian Tata Usaha membawahkan :
i. Sub Bagian Umum ;
. Sub Bagian Kepegawaian ;
Sub Bagian Keuangan ;

L N

Sub Dinas Bina Program membawahkan :
i. Seksi Survey dan Pemetaan ;

2. Seksi Perencanaan Program ;
3.
i

Seksi Standarisasi dan Pengujian ;

’

. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

d. Sub Dinas Pengairan membawahkan :
I. Seksi Perencanaan Teknis Pengairan dan Pelestarian
Sumber Air;
Z. Seksi FPembangunan ;
3. Seksi Operasi dan FPemeiiharaan Irigasi dan Sungai;
4, Seksi Perijinan dan Penyuiuhan,

ub Dinas Bina Marga membawahkan :

Seksi Perencanaan Teknis Bina Marga ;
Seksi Jalan ;

Seksi Jembatan ;

Seksi Perijinan dan Peraiatan.

BN - O

ub Dinas Ciptakarya membawankan :

Seksi Perencanaan Teknis Cipta Karya ;

Seksi Tata Ruang dan Tata Kota;

Seksi Tata Bangunan, Perumahan dan Perijinan;
Seksi Teknik Penyehatan.

0N -

fi. Cabang Dinas ;
i. Unit Peiayanan Teknis Dinas;
j. Keiompok Jabatan Fungsional.



TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM

Tugas Pokok :
(1) Melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan

yang diberikan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Propinsi
Jawa Tengah di bidang pekerjaan umum.

{2) Meiaksanakan Tugas-tugas iain yang diberikan oleh Bupati.

Fungsi

a.

Ferumusan kebijaksanaan teknis pembangunan, pengelolaan dan
pemanfaatan sarana dan prasarana bidang pengairan, bidang bina
marga dan bidang Cipta Karya sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan oieh Bupati Batang berdasarkan peraturan per-
undangan yang beriaku ;

. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan perundangan yang

periaku ;

Pengamanan dan Pengendaiian teknis atas pelaksanaan tugas
pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oieh
Bupati Batang berdasarkan perundangan yang beriaku ;

Pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetap-
kan oieh Bupati Batang berdasarkan peraturan perundangan yang
beriaku ; :

Pengurusan Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum.
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3. DINAS KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

-h
.

. Kepaia ;

Bagian Tata Usaha membawahkan :

i. Sub Bagian Umum ;

2. Sub Bagian Keuangan ;

3. Sub Bagian Kepegawaian ;

4. Sub Bagian Perencanaan Informasi Kesehatan.

Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Masyarakat membawah-

kan :

I. Seksi Pelayanan Rumah Sakit dan Higienis Perusahaan
dan Kesehatan Kerja :

2. Seksi Pemberdayaan Puskesmas ;

3. Seksi Kesehatan Knhusus dan Swasta;

4. Seksi Bimbingan, Pengendalian dan Pengawasan Obat
dan Aiat Kesehatan.

Sub Dinas penceganhan, Pemberantasan Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan membawankan :

i. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit ;

Seksi Pemberantasan Penyakit Menuiar ;

. Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum dan Lingkungan;
Seksi Pengawasan Makanan, Minuman dan Bahan Berba-
naya.

$o 0 N

Sub Dinas Pemberdayaan Tenaga Kesehatan dan Peran
Serta Masyarakat membawahkan : '

. Seksi Perijinan dan Akreditasi ;

Seksi Pendidikan dan Latihan dan Pemberdayaan
-Tenaga Kesehatan ;

Seksi Peran Serta Masyarakat dan JPKM ;

Seksi Usaha Kesehatan Institusi dan Promosi Keseha-
tan.

N =

&- (1]

Sub Dinas Kesehatan Keiuarga membawankan :

i. Seksi Kesehatan Ibu, KB dan Reproduksi ;
Seksi Kesehatan Anak dan Lansia ;

Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Masyarakat.

2.
3.

Sub Dinas Kesejahteraan Sosial membawankan :
i. Seksi Bimbingan dan Penyulupan Sosiai ;
2. Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial ;

3. Seksi Renhabiiitasi dan Pelayanan Sosiai.

, Cabang Dinas ;
. Unit Pelayanan Teknis Daerah;

Keiompok Jabatan Fungsional.



TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Jugas Fokok :

pDinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok
meiaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang
diberikan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
di bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Fungsi

a. Penyusunan Kkebijaksanaan teknis Kkesehatan wilayah Kabupaten
yang ditetapkan oieh Bupati;

b. Penyusunan rencana teknis pelayanan kesehatan masyarakat;

¢. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan rumah sakit, puskesmas
dan usaha kesehatan kKhusus serta pembinaan usaha pemukiman
kesenatan serta kefarmasian;

d. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dalam 1ingkup Kabupaten
dan Surveiians Epidemoiogi dan penangguiangan wabah/kejadian
luar biasa skaia Kabupaten;

e. Penyeienggara upaya kesehatan lingkungan dan pemantauan dampak
pembangunan ternadap kesehatan iingkup kabupaten.

f. Penyeienggaraan pengumpulan , pengelolaan data statistik dan
penyebaran informasi kesehatan serta sistem Informasi Kese-
hatan Kabupaten;

g. Penyeienggara usaha peningkatan gizi keluarga, perbaikan gizi
masyarakat, peiayanan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan
usia ianjut;

n. Pesmberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetap-
kan oleh Bupati Kepaia Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku ;

i. Pembinaan dan pengendaiian upaya kesehatan masyarakat, periji-
nan makanan dan minuman serta peredaran obat;

j. Rehabiiitasi, pencegahan, bantuan dalam rangka penanganan
masaian sosial yang menunjang kesejahteraan sosial masyarakat
se Kabupaten.

k. Pengurusan Tata Usaha Dinas Kesehatan.
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DINAS PENDIDIEAN

o,

. Kepala

. Sub Bagian Umum:

. Sub Bagian Kepegawaian:
Sub Bagian Keuanegan:
Sub Bagian Proegram.

Bagian Tata !lsaha. membawahkan :
1
2

e W

Sub Dinas Taman Kanak-kanak / Sekolah Dasar membawahkan :
Seksi Taman Kanak-kanak:

Sekai Sekolah Dagsar :

Seksi Tenaga Teknis ;

Sekai Sarana dan Prasarana.

byl

B 010 -

Sub Dinas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Sekolah Lanjutan
Atas membawahkan :

1. Sekai Sekolah [,aniutan Tingkat Pertama :

2. Seksi Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan ;
3. Seksi Tenaga Teknis :

4. Seksi Sarana dan Prasarana.

Sub Dinas Sekolah Berbasis Agama membawahkan :

Seksi Roudhotul Atfal/Bustanul Atfal/Madrasah Ibtidaiyah;
Seksi Madrasah Tsanawiyah/Madrasah Aliyah ;

3. Seksi Tenaga Teknis ;

4. Seksi Sarana dan Prasarana.

(I = N

Sub Dinas Pendidikan Generasi Muda dan Luar Sekolah membawah-
kan :
1. Sekai Pendidikan Anak Dini Usia dan Pendidikan Dasar Luar

Sekolah :

Seksi Peningkatan Produksi dan Ketrampilan Generasi Muda :
Seksi Pembinaan Siswa :

Seksi Tenaga Teknis

Seksi Sarana dan Prasarana.

[ I SR BN

Sub Dinas Tenaga Kependidikan membawahkan :

1. Seksi Pengadaan dan Pensiunan, Pemberhentian Pegawai :
2 Sekai Kepangkatan Pegawai Edukatif ;

3. Seksi Kepangkatan Pegawai Administrasi ;

4. Seksi Sarana dan Prasarana.

Sub Dinas 0lah Raga Kesenian Kebudayaan membawahkan :

1. Seksi Olah Raga ;

2. Seksi Seni dan Budaya ;

3. Seksi Musium dan Kepurbakalaan dan Sejarah dan Nilai-nilai
Tradisionil; 3

4. Seksi Tenaga Teknis

5. Seksi Sarana dan Prasarana.

. Cabang Dinas :

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;

. Jabatan Fungsional:



TUGAS POKOK DAN FUNGST DINAS PENDIDIKAN

Tugas POKOk

pinas Fendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah
tangga Daeranh dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah
fusat atau Pemerintah Propinsi Jawa Tengah di bidang pendidikan,

Fungsi

a.

h.

Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembij-
naan dibidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan Perundang-
undangan yang beriaku ;

. Perencanaan teknis operasional dan pengembangan unsur-unsur

pendidikan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan
kebijaksanaan yang teiah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang beriaku;
Femberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetap-
kan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan perundang-
undangan yang beriaku;

. Pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas

pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang beriaku;

Menyusun rencana daya tampung Taman kanak-kanak, sekolah
dasar, Sekoiah Tuar Biasa, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
Sekoiah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan berda-
sarkan proyeksi data persekolahan dan rencana kebutuhan guru
dan tenaga kependidikan Tainnya serta sarana pendidikan;

. Menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan pendidi-

kan masyarakat, pembinaan generasi muda dan keolahragaan dan
kebudayaan berdasarkan data dan informasi;

Mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan murid baru, kuriku-
lum, EBTA/EBATANAS, kegiatan pendidikan masyarakat, pembinaan
generasi muda, , keaolahragaan dan kebudayaan sesuai dengan
ketentuan yang beriaku;

Pengurusan Tata Usaha Dinas Pendidikan.
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DINAS PERTANIAN

h

jl
k‘
i.

Kepaia
Bagian Tata Usaha membawahkan :
Sub Bagian Kepegawaian;

. Sub Bagian Keuangan,
Sub Bagian Umum,

G Ry -
- .

Sub Dinas Perencanaan membawahkan .

I, Seksi Penyusunan Rencana ,;
Z. Seksi Pemantauan dan Evaluasi ;
3. Seksi Data dan Peiaporan ;

. BSub Dinas Konservasi dan Rehabiiitasi Sumber Daya Alam

membawahkan :

I. Seksi Periindungan Tanaman , .

2. Seksi Periuasan Areail dan Konservasi Lahan ;
3. Seksi Obat dan Kesehatan Hewan ;

4, Seksi Pengembangan Ternak.

Sub Dinas Prasarana dan Sarana membawahkan :
i. Seksi Tata Guna Air Tingkat Usaha Tani ;
2. Seksi Benih, Bibit, Pupuk dan Pestisida
3. Seksi Pakan Ternak;

4., Seksi Alat dan Mesin.

. Sub Dinas Produksi membawahkan :

I. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
2. Seksi Produksi Peternakan ;

3. Seksi Produksi Perkebunan ;

4, Seksi Produksi Kehutanan .

. Sub Dinas Agro industri dan Pemasaran Hasil membawah-

kan :

I. Seksi Agrosar Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
2. Seksi Agrosar Peternakan ;

3. Seksi Agrosar Perkebunan;

4, Seksi Agrosar Kehutanan.

Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Tekno

iogi membawahkan :

i. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia ;

2. Seksi Keiembagaan Tani ;

3. Seksi Teknologi.

Sub Dinas Penyuluhan dan Bimbingan Masyarakat Ketaha-

nan Pangan membawahkan :

i. Seksi Palayanan Intensifikasi ;

2. Seksi Pengembangan dan Metodologi Penyuiuhan ;

3, Seksi Kewaspadaan, Penganekaragaman dan Distribusi
Pangan ;

4.5eksi Programa Penyuiuhan,

Cabang Dinas
Unit Peiaksana Teknis Dinas
Kelompok Jabatan Fungsional
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TUGAS POKFK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN

Tugas [P qu $

Dinas' Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah
tanaqa baerah dan tugas pembantuan vyvang diberikan Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Propinsi Jawa Tenagah di bidang pertanian.

Funasi :

a. menyusun bahan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang
telah ditentukan ;

b. menvusun kebijaksanaan teknis di bidang pertanian dan peterna-
kan,| kehutanan serta perkebunan ;

c. penvusunan rencana teknis pengembangan di bidang pertanian,
peternakan dan kehutanan serta perkebunan ;

d. pelaksanaan urusan dan bimbingan teknis produksi , perlidungan
tangpan serta manajemen dan kualitas mutu pertanian tanaman
pangan ;

e. pelaksanaan urusan dan bimbingan teknis penghijauan dan
konservasi tanah serta pengelolaan hasil hutan ;

f. pelaksanaan urusan dan bimbingan teknis perkebunan;

a. pelaksanaan urusan dan bimbingan teknis intensifikasi perta-
nian, pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan
peninckatan ketahanan pangan dan gizi serta rekomendasi
penyuluhan pertanian;

h. menyiapkan bahan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pertanian.

is peng?rusan tata usaha Dinas Pertanian.

|

/ ||
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iv.

LEMBAGA

BADAN

a.

o.

TERN
FER

DAERAH

is
ENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kepaia ;

. B

i
Z
3

B
i
P

3.

W No=-

. Sub
Sub
. Sub

idang
. Sub
. Sub
. Sub

idang
. Sub
. Sub
Sub

ekretariat membawankan :

Bagian Penyusunan Rencana Regiatan;
Bagian Keuangan,
Bagian Umum;

Peneiitian dan Pengembangan membawahkan :
Bidang Ekonomi ;

Bidang Sosiail budaya ,;

Bidang Prasarana ;

Ekonomi membawahkan :

Bidang Pertanian ;

Bidang Pertambangan dan Energi ;

Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan

Dunia Usaha ;

Bidang Sosial Budaya membawahkan :

Z.

3.

B

2
3

Y Ny = O)

. Sub
Sub

Bidang Pemerintahan, Penerangan dan Komunikasi
Bidang Kesejahteraan, Pendidikan dan Mental

Spirituai;

Sub

Bidang Kependudukan, Transmigrasi dan Tenaga

Kerja.

idang
Sub
. Sub
. Sub

idang
Sub
Sub
Sub

Fisik dan Prasarana membawahkan :
B8idang Sumberdaya Aiam ;

Bidang Perhubungan dan Pariwisata ;
Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanan.

Statistik dan Laporan membawankan :
Bidang Pengumpuian Data ;

Bidang Analisa dan Penilaian ;
Bidang Peliaporan dan Peragaan.

Keiompok Jabatan Fungsional.



UGAS FPOXKOK DAN FUNGST BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tugas Fohkow

Badan Perencanaan FPembangunan Daerah mempunyai tugas
pokok membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan di
bidang perencanaan pembangunan di Kabupaten dan penilaian
atas peiaksanaannya.

Fungsi

a. penyusunan Foia Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri
dari Poia Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan
Foia Umum PELITA Daerah ;

0. penyusunan REPELITA Daerah ;
penyusunan program - program tahunan sebagai pelaksa-
naan rencana-rencana tersebut pada huruf a dan b Pasal
ini yang dibiayai oieh daerah sendiri ataupun yang
diusuikan kepada Pemerintah Propinsi dan atau yang
diusuikan kepada rFemerintah Pusat untuk dimasukkan ke
dajam program tahunan Nasionai ,;

d. pelaksanaan koordinasi perencanaan di antara Dinas-
dginas, Satua Organisasi jain daiam jingkungan Pemerin-
tah daerah, Instansi = instansi vertikal, Kecamatan-
kecamatan dan Badan-badan jain yang berada dalam
wiiayah Kabupaten.

e. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

daerah DbDersama-sama dengan Bagian Keuangan dengan

Koordinasy Sekretaris Daerah,;

peiaksanaan koordinasi dan atau mengadakan penelitian

untuk Kepentingan perencanaan pembangunan di daerah ;

g. persiapan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan
di Dasrah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lan-
jut;

fi. monitoring peiaksanaan pembangunan di Daerah ;

i. peiaksanaan kegiatan i7ain daiam rangka perencanaan
sesuai dengan petunjuk Bupati.

Lq]
.

-
.
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G.

Kepaia ;

Seuretariat mesbawahkan :

i. Sub Bagian FPerencanan ;

Z. Sub Bagian tvaiuasi dan Feliaporan ;
3. Sub Bagian Adminisirasi ;

4, Sub Bagian Keuangan.

Bidang Femerintahan membawahkan :

i. Sub Bidang Femerintahan ;

7. Sub Bidang Fertanahan ;

3. Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Periindungan Masya
rakat.

Bidang Pembangunan membawahkan :

i. Sub Bidang Pekerjaan Umum ;

Z. Sub Bidang Pariwisata dan Pertambangan, Energi,
Perindustrian dan Perdagangan ;

3. Sub Bidang Pertanian dan Kehutdnan ;

Bidang Keuangan dan BUMD membawahkan ;

i. Sub Bidang Keuangan ;

Z. Sub Bidang Bidang Umum dan Periengkapan ;
3. Sub Bidang BUMD.

. Pemeriksa Kesejahteraan Sosial membawahkan ;

i. Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup ;

Z. Sub Bidang Pendidikan Oiah Raga dan Kesejahteraan
Rakyat ;

3. Sub Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan

Pemberdayaan Perempuan.

Bidang Aparatur membawankan : -
Sub Bidang Pendidikan dan Latihan ;

Sub Bidang Organisasi dan Kelembagaan ;
. Sub Bidang Administirasi Kepegawaian.

G N -



UGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS DAERAH

Jugas PoOkoK

Badan Pengawas Daerah mempunyai tugas meiaksanakan penga-
wasan umum terhadap penyeienggaraan Pemerintahan pemban-
gunan dan pembinaan masyarakat.

. meiaksanakan pemeriksaan terhadap penyeienggaraan

kewenangan Pemerintah Kabupaten yang meiiputi bidang
pemerintahan, pembangunan, keuangan dan BUMD, kesejah-
teraan sosial dan bidang aparatur ;

. melakukan pengujian serta penilaian atas hasil laporan

setiap unsur dan atau instansi dilingkungan Pemerintah
Daerah atas petunjuk Bupati ;

melakukan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan
terhadap penyimpangan di bidang pemerintahan, pemban-
gunan, Keuangan dan BUMD, kesejahteraan sosial dan
bidang aparatur ;

. meiakukan pelayanan teknis administratif dan fungsion-

al.

. melaksanakan tugas-tugas iain yang diberikan oleh

Bupati.
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KANTOR PERIRKANAN DAN KELAUTAN

2., Repaia ;

0. Sub Bagian Tata Usaha ;

C. Seksi Perencanaan dan Fengembangan ;
d. 5eksi Prasarana ;

&. 5eksi Produksi ;

f. Seksi Sumber Daya Hayati dan Non Hayati ;
g. Seksi Usaha Perikanan dan Keiautan ;
n. Kelompok Jabatan Fungsional.

TUGAS POKOK DAN FUNGST KANTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN

Tugas Pokok

Rantor rFrerikanan dan Reiauian mempunyai tugas pokok
meiaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga ©Daerah di
Bidang Ferikanan dan Rejautan , memberi saran dan pertim-
bangan kepada Bupati dibidang Perikanan dan Kelautan
serta meiaksanakan tugas lain yang diberikan olieh Bupati.

Fungsi : .

a. perencanaan dan peliaksanaan program pembangunan dan
tata ruang dibidang Perikanan dan Kejautan;

b. pengkoordinasian pengkajian dan penerapan teknologi
dibidang Perikanan dan Kelautan;

c. pembinaan teknis di bidang Perikanan dan Kelautan;

G. peiaksanaan, pengeioiaan teknis sarana dan prasarana
perikanan dan kelautan ;

€. pembinaan dan pengeioiaan kawasan pesisir pantai dan
Taut ;

i. pengawasan, pengendaiian dan perlindungan sumber daya
nayati dan non nhayati ;

g. pelayanan dan pengawasan perijinan usaha di bidang
rerikanan dan Kejautan;

fi. pembinaan usaha, Keiembagaan dan sosial masyarakat
perikanan;

i. penerbitan rekomendasi dan sertifikasi benih, mutu
hasil perikanan dan sarana penangkapan ikan ;

j. pelaksanaan Tata Usaha Kantor.



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

KANTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN

KABUPATEN BATANG
KEPALA
1
— i SUB BAGIAN
OK TATA USAHA
JBIN. FUNGSIONAL
{ i [ l
SEKSI SEESL SEKSI SEXSI SEEST

| PERENCANAAN & PRASARANA PRODUKSI SUMBER DAYA USAHA PERIKANAN
| PENOEMBANGAN HAYATI DAN DAN KELAUTAN
| NON HAYATI




KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

a. KRepaia ,;

b. Sub Bagian Tatia Usaha

c. Seksi Fengawas Tenaga RKerja ,;

d. 5eksi Bina Upah Minimum dan Hubungan Indusirial ;
e, Seksi Bina Program ;

f. Seksi Felatinan Produktifitas Tenaga Kerja ;

g. Seksi Penempatan dan Periuasan Kerja ;
fi. Seksi Pengeranan Transmigrasi ;
i. Seksi Pemindahan Transmigrasi ;
j. Keiompok Jabatan Fungsionai.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMI-
GRASI

Tugas POKOK :
Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas
pokok meiaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau Pemerin-
tah Propinsi Jawa Tengah di bidang ketenagakerjaan dan
transmigrasi.

Fungsi

a. penyusunan rencana program pembangunan dan pengemban-
gan dibidang tenaga kKerja dan transmigrasi ;

b. melaksanakan peiatihan keterampilan dan peningkatan
produktivitas kerja ;

c. meiaksanakan Informasi pasar kerja dan bursa kesempa-
tan kerja dan periuasan kesempatan kerja di dalam dan
diiuar Negeri serta penempatanya ;

d. pembinaan Hubungan Industiriai dan peningkatan kesejan-
teraan pekerja dengan tetap mempertimbangkan kemampuan
dan Keiangsungan usaha ;

e. periindungan tenaga Kerja terhadap kecelakaan dan
penyakit akibat kerja ;

f. Penegakan Hukum yang mengatur hubungan kerja ;

g. Pengaturan jaminan hari tua,baik dalam bentuk pensiun
mupun tunjangan sekaligus serta pengaturan jaminan
keceiakaan kerja dan penyakit akibat kerja;

n. pengatur jaminan PHK ;

i. mengadakan Koordinasi dengan instansi terkait dan
koordinasi intern peiaksanaan transmigrasi;

j. menyiapkan materi peiaksanaan penyuluhan dan pembinaan
transmigrasi ;

k. menyiapkan dukungan administirasi dan fisik pelayanan

caion transmigran ;

pelayanan dan pengawasan perijinan di bidang ketenaga-—

Kerjaan.
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KANTOR KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH

Kepaia ;

Sub Bagian Tata Usaha :

S5eksi Bina Program;

S5eksi Koperasi ;

S5eks1 Pengusaha Kecii dan Menengah ;

Seksi1 Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam ;
Keiompok Jabatan Fungsional.

@ ~w® 000w

TUGAS POKOK DAN FUNGST KANTOR KOPERASI DAN PENGUSAHA
KECTL MENENGAH

Tugas Fokok

Kantor Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah mempunyai
tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan
tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Propinsi Jawa Tengah di bidang Koperasi dan
Pengusaha Kecil Menengah.

Fungsi

a. penyusunan rencana pembangunan dan pﬁngembangan dibi-
dang koperasi dan pengusaha kecil dan menengah;

b. penyusunan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan
teknik operasionil, pemberian bimbingan di bidang
koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta fasilita-
si pembiayaan dan simpan pinjam ;

c. pelaksanaan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan
teknik operasionii, pemberian bimbingan di bidang
koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta fasilita-
si pembiayaan dan simpan pinjam ;

d. pengelolaan urusan administrasi Kepegawaian, Umum dan
Hukum ;

e, pengelioiaan urusan Keuangan administrasi keuangan,
koordinasi, penyusunan program, pengoiahan data dan
informasi di bidang perkoperasian, pengusaha kecil dan
menegah, fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam serta
hubungan masyarakat ; ;

i. pelayanan dan pengawasan perijinan di bidang perkoper-
asian.
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KANTOR FERINDUSTRIAN FERDAGANGAN

nepaia,

Sub Bagian Tata Usana
Sexs1 Indusiry

5eksi Usaha Ferdagangan ,
Seksi Periindungan Ronsumen ;
Seksi Penanaman Modai ;

. Keiompok Jabatan Fungsionai.

"o
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TUGAS POKOK DAN FUNGST KANTOR PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN

Tugas Pokok

Rantor Perindusirian Ferdagangan mempunyai tugas pokok
meiaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pemban-
tuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Propinsi Jawa Tengah di bidang perindustrian, perdagangan
dan penanaman modal.

Fungsi

A. penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan dibi-
dang perindustrian dan penanaman modai ;

b. pelaksanaan penetapan perizinan indusiri, perdagangan
dan penanaman modail seria penetapan kawasan industri
terpadu ;

c. peilaksanaan hubungan kerja sama dengan Instansi/Dinas
terkait serta assosiasi dunia usaha.di Wilayah Kabupa-
ien Batang ;

d. bimbingan usaha dan pembinaan peningkatan mutu/kuali-
tas produk daiam rangka promosi hasii-hasii industri,
perdagangan dan penanaman modal ;

e. peiaksanaan pendaftaran keagenan perusahaan asing ;

f. fasiiitas dan dukungan pengembangan industri, perda-
gangan dan penanaman modal ;

g. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta pendidikan
fatinhan bidang industiri, perdagangan dan penanaman
modal ;

fi. peiaksanaan koordinasi pengawasan terhadap produk
industri tertentu yang overkaitan dengan keamanan,
keselamatan umum, kesehatan, iingkungan dan morail ;

i. memberikan bimbingan pada pelaku usaha tentang periin-
dungan konsumen ;

j. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, terma-
suk menerima keiunan atau pengaduan konsumen ;

K. berperan akiif daiam mewujudkan periindungan konsumen

dan bekerjasama dengan Instansi atau Dinas terkait

daiam rangka pelaksanaan tera dan tera ulang ;
pengawasan terhadap penyeienggaraan periindungan
kKonsumen serta penerapan ketentuan Peraturan Peru-
ndang-undangan pada masyarakat ;

m. mendorong iterciptanya iklim usana dan timbulnya usaha
yang sehat antara peiaku usaha dan konsumen ;

n. meiakukan penyuiunan ternadap penyelienggaraan periin-
dungan konsumen dan peiaku usana.

0. pelayanan dan pengawasan perijinan di bidang perindus-
trian, perdagangan dan penanaman modai.
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a. Repaia ;

b. Sub Bagian Tatia Usaha ;

G. Seksi Bina Program ;

i. Seksi Sarana wWisata ,;

e, Seksi Obyek Wisata dan Pramu Wisata ;
f. Seksi Pemasaran Fariwisata ;

g. Seksi Seni dan Budaya ;

n. Reiompok Jabatan Fungsional.

TUGAS POROK DAW FUNGST KANTOR PARIWISATA

Tugas FoOKOK :

nantor rariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan ruman tangga Daerah dan tugas pembantuan yang
diberikan Pemerintan Pusat atau Pemerintan Propinsi Jawa
Tengan di bidang Pariwisata Seni dan Budaya.

Fungsi :

a. perumusan Kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan
dan pembinaan serta peiayanan informasi terhadap
urusan obyek wisata, atraksi wisata, pramu wisata
Khusus, notei, penginapan remaja, rumah makan dan bar,
usana rekreasi dan hiburan umum promosi wisata serta
seni dan budaya ;

b. perencanaan ieknis operasional dan pengembangan uru-
san-urusan Kepariwisataan yang menjadi tanggung ja-
wabnya sesuai dengan Kebijaksanaan yang ditetapkan
oieh Bupati ;

C. peiaksanaan tugas pokok sesuai dengan Kebijaksanaan
yang ditetapkan oieh Bupati ;

d. pemberian perijinan sesuai gengan kebijaksanaan yang
ditetapkan oieh Bupati bDerdasarkan peraturan peru-
ndang-undangan yang beriaku ;

&. pengawasan dan pengendaiian teknis atas peiaksanaan
fugas pokoknya sesuai dengan KeDijaksanaan yang dite-
tapkan oien Bupati oberdasarkan peraturan perundang-
undangan yang beriaku;

f. peiaksanaan tata usana kKantor ;
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LANTOR FERRUBUNGAN

-
~
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. Kepaia ;

Sub Bagian Tata Usaha :

Seksi Perhubungan Darat

Seksi Perhubungan Laut ;

Seksi Kesanbandaran ;

Seksi Angkutan :

Seksi Teknik Frasarana dan Sarana :
Kelompok Jabatan Fungsional.

TUGAS FOKOK DAN FUNGSI KANTOR PERHUBUNGAN

Tugas FoOKOk

Kantor Ferhubungan mempunyai tugas pokok meiaksanakan
urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang
diberikan Pemerintah Fusat atau Femerintah Propinsi Jawa
Tengah di bidang Talu-iintas dan angkutan jalan dan jaut
dan kesahbandaran, '

Fungsi

al

4}
.

d.

meényusun rencana kerja kegiatan operhsional falu-
lintas dan angkutan jalan dan peiayanan jasa kepelabu-
han dan kesahbandaran, peniiikan dan pemeliharaan
koiam peiabuhan dan pengerukan aiur pelayaran dan
faiu-lintas angkutan laut berdasarkan kebijaksanaan
Bupati serta peraturan perundangan yang beriaku ;
pelaksana tugas teknis operasional di bidang Jalu-
lintas dan angkltan jalan yang meliputi pehataan jalu-
lintas dan angkutan jaian, angkutan teknik sarana dan
prasarana, pengendalian operasional serta pengujian
kendaraan bermotor ;

pelaksana kegiatan pelayanan jasa kepelabuhan dan
kegiatan teknik kepelabuhan serta peniiikan keiancaran
laiu-lintas angkutan jaut ;

meiakukan usaha pencegahan dan penagguiangan kebakaran
dan pencemaran di Tingkungan kKerja pelabuhan ;

. meiakukan pengamanan dan penertiban di daerah Tingkun-

gan kerja pelabuhan serta memberikan bantuan SAR ;
meiakukan kegiatan kebandaran, keseiamatan kapail,
pengukuran dan pendaftaran kKapal serta kegiatan jasa
maritim ;

. meiaksanakan pembinaan umum dan pembinaan umum berda-

sarkan peraturan perundangan yang beriaku ;

. pelayanan dan pengawasan perijinan di bidang perhubun-

gan.

- Pelaksanaan urusan tata usaha Kantor ;

peiaksanaan Teknis RKantor.
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KANTOR FEMBERDATAAN MASYARAKAT DESA

a, RKepaia ;

b. Sub Bagian Tata Usaha :

¢. 3eksi Pengembangan Desa :

d. Sensi Kelahanan Masyarakat Desa @

Sensi Usaha ckonomi Desa :

Sehsi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa ;
Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna ;
i. nelompok Jabatan Fungsional;

C = @

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA

Tugas Pokok

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok
meiaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pemban-
tuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Propinsi Jawa Tengah daiam meiaksanakan pengembangan
desa, ketahanan masyarakat desa, usaha ekonomi desa,
sumber daya desa dan pemukiman desa serta pendayagunaan
teknologi tepat guna.

fungsi :

a. penyusunan rencana dan pelaksanaan program, penyusu-
nan bahan pertimbangan pemberian perijinan dan pembi-
naan teknis dibidang pembangunan masyarakat desa ;

b. koordinasi peliaksanaan pembangunan masuk Desa dan
pengembangan prakarsa dan swadaya gotong - royong
masyarakat daiam kegiatan pembangunan masyarakai desa

G. penilaian dan penyusunan laporan di bidang pembangunan
masya- rakat desa ;

d. pelaksanaan urusan kesekretariatan Pembangunan Masyar-
akat Desa.
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KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

a. Kepaia ;
p. Sub Bagian Tata Usaha ;
c. Seksi Pelayanan Pendaftaran ;

4. Seksi Pelayanan Pencatatan ;
Seksi Data dan Laporan ;
Seksi Pengendalian Penduduk ;
Keiompok Jabatan fungsional.

W -~ @

TUGAS POKOK DAN FUNGST KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL

Tugas Pokok :

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas
pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau Pemerin-
tah Propinsi Jawa Tengah di bidang administrasi kependu-
dukan dan Catatan Sipil,

Fungs1 '

a. penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan dibi-

dang kependudukan dan catatan sipil;

b. pelayanan administrasi kependudukan pendaftaran pendu-

duk; \

¢. pelayanan administrasi kependudukan pencatatan sipil ;

d. penyusunan pembinaan umum dan teknis kependudukan dan

catatan sipil serta pelaksanaan penyuluhan dan pembi-
naan kependudukan;

e. pengeioiaan data dan Taporan yang meliputi pengolahan
data, data statistik dan informasi dan penyimpanan
data dan laporan;

. pendaftaran dan penerbitan administrasi pendafataran
penduduk yang meiiputi
- pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) ;

- pendaftaran dan penerdbitan Kartu Keiuarga (KK) ;
- pendaftaran dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk
(KTP) ;
- pendaftaran dan penerbitan Surat Keterangan Pendaf-
taran Penduduk Sementara (SKPPS) ;
- pendaftaran dan penerbitan Kartu Identitas Penduduk
(KARIP) ;
g. pencatatan dan penerbitan akta catatan sipil yang
meliputi
- pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran ;
- pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan ;
- pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian ;
- pencatatan dan penerbitan Akta Kematian ;
- pencatatan dan penerbitan Akta Pengakuan dan Penge-
sahan Anak
- pencatatan dan penerbitan Akta Pengangkatan Anak.

-
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_ KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KESATUAN BANGSA DAN
FRLINDUNGAN MASYARAKAT

a. nepaja ;

b. 5ub Bagian Tata Usaha :

c. 5eksi Pembinaan ymum dan Pembinaan Masyarakat :
4. 5eksi Pembinaan Kesatuan Bangsa : ‘

e, Seksi Pembinaan Pojitik dan Ketertiban':

{. 5eksi Periindungan Masyarakat :

g. 5eksi Penangguiangan Bencana;

h., 5eksi Satuan Polisi{ Pamong Praja :

i, Kelompok Jabatan Fungsionili.

TUGAS POKOK DAN FUNGST KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Tugas Pokok :

Kantor Satuan Polisi pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan
perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksana<
kan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang
diberikan Pemerintah pPusat atau Pemerintah Propinsi Jawa
Tengah dalam melaksanakan pembinaan dan bimbingan periin-
dungan masyarakat dan fasiiitasi kesatuan bangsa serta
penegakan peraturan daerah;

Fungsi

a. perumusan dan penyiapan Kkebijaksanaan dan pembinaan
umum dan pembinaan masyarakat ;

b. perumusan dan penyiapan kebijaksanaan dan fasilitas
persatuan bangsa ;

¢. perumusan dan penyiapan kebijaksanaan dan fasilitas,
stabilitas politik daerah ;

d. perumusan dan penyiapan kebijaksanaan dan fasilitas di
bidang periindungan masyarakat ;

e. perumusan dan penyiapan kebijaksanaan dan fasilitas di
bidang Ketentraman dan ketertiban masyarakat ;

e. pengkoordinasian penyusunan kebijaksanaan dan program
di bidang kesatuan bangsa dan periindungan masyarakat

’

f. fasilitas dan evaluasi pelaksanaan program kesatuan
bangsa dan periindungan masyarakat ;

g. pelaksanaan kegiatan pengamanan, penertiban dan pene-
gakan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Daerah ;

h. peiaksanaan administrasi dan tata usaha Kantor Kesatu-
an Bangsa dan Perlindungan Masyarakat .

i. pelayanan dan pengawasan perijinan di bidang riset,
survey dan seminar.
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TOR PUSAT DATA ELEKTRONIK DAN ARSIP DAERAH

a. Kepala ;

b. Sub Bagian Tata Usaha ;
c. Seksi Data Masukan ;
d., Seksi Pelayanan Data ;

e. Seksi Program dan Pengembangan Arsip ;

i. Seksi Fenyusutan Arsip ;

g. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan

Arsiparis,

TUGAS POKOK DAN FUNGST KANTOR PUSAT DATA ELEKTRONIK DAN
ARSIP DAERAH

Tugas Pokok :

Kantor Pusat Data Elektronik dan Arsip Daerah mempunyai
tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan
tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Propinsi Jawa Tengah daiam melaksanakan tugas
dibidang pengeloaan dan pelayanan arsip daerah dan pengo-
iahan data pembinaan sistem informasi secara elektronik;

Fungsi

a. penyusunan rencana dan program dibidang pengolahan
data elektronik dan kearsipan derah berdasarkan kebi-
jaksanaan Bupati dan sesuai dengan Peraturan Perundang
undangan yang berlaku;

b. penyusunan dan penganalisaan Data serta penyiapan
sistem apiikasi yang dibutuhkan ;

c. pengumpulan data pengelolaan arsip in aktif Daerah di
jingkungan Pemerintah Daerah ;

d. pengendalian data dari data masukan sampai data Kke-
ifuaran ;

e. pengendalian pengoperasian komputer, penyiapan data,

penyediaan dan pengamanan perangkat keras/iunak kom-

puter;

pembeérian bimbingan dan pengendalian komputerisasi

dan bimbingan kearsipan kepada unit kerja di lingkunga

Pemerintan Daerah;

g. kerja sama teknis dengan pihak luar yang berhubungan
dengan pengoiahan data eiektronik dan peniiaian dan
penyerahan Arsip Statis Daerah Kkepada Arsip Nasional
Republik Indonesia sesuai Peraturan perundang-undangan
yang beriaku ;

h. pelaksanaan urusan tata usaha kantor.

-
-
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KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM

a. Kepala ;

b. Sub Bagian Tata Usaha ;

c. Seksi Layanan Perpustakaan dan Pelestarian Bahan
Fustaka;

d. Seksi Akuisisi dan Pengolahan ;

e. Seksi Pembinaan Perpustakaan.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM

Tugas Pokok

KRantor Perpustakaan Umum mempunyai tugas pokok untuk
mengumpuikan, menyimpan, memelihara, mengatur dan menda-
yagunakan bahan pustaka untuk kepentingan pendidikan,
penelitian, informasi, peiestarian serta pengembangan
kebudayaan dan rekreasi seiuruh golongan masyarakat,

Fungsi

a. menyediakan bahan pendidikan (edukatif) ;

b. menyediakan dan menyebariuaskan informasi ;

¢. menbyediakan bahan-bahan yang akan digunakan bagi

rekreasi (rekreatif) ;

d. menyediakan prtunjuk, pedoman dan bahan-bahan rujukan

bagi masyarakat (referensi) ;-
e. melestarikan bahan-bahan dan hasil budaya bangsa untuk
dapat dimanfaatkan masyarakat umum (reservatif/konser-
vatif) ;
. menyediakan layanan penelitian (untuk riset kuaiitatif
dan kuantitatif) ;
g. mengadakan pembinaan-pembinaan perpustakaan di tingkat
Kecamatan dan Desa/Keiurahan ;

h. mengadakan kerjasama perpustakaan dengan instansi iain
di iTingkungan Pemerintah Daerah ;

i. melaksanakan urusan tata usana dan rumah tangga.

-




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM

KABUPATEN BATANG .
KEPALA
|
SUB BAGIAN
TATA USAHA
f SEXSI ] SEK3! SEK3I
| LAVANAN PERPUS- l ARUISISI PEMBINAAN
TAEAAN & PELES- DAN PERPUSTAEAAN
TARIAN BAHAN FENGOLAHAN
{ PUSTARA




cC --aoaanox

Kepala ;

Sub Bagian Tata Usaha :

Seksi Rebersinhan ;

Seksi Pertamanan :

Seksi Pembinaan dan Penyuiuhan ;
Seksi Penerangan Jalan Umum ;
Keiompok Jabatan Fungsional.

TUGAS POKOK DAN FUNGST KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Tugas Pokok
Kantor Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok

a. melaksanakan sebagian rumah tangga Daerah di bidang
Kebersih an, Pertamanan dan Keindahan Kota/Daerah
serta penerangan ja]an umum ;

b. memberikan saran dan pertimbangan Kepada Bupati ten=
tang urusan Kebersihan, Pertamanan dan Keindahan
rRota/Daerah serta penerangan jalan umum ;

G. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oieh
Bupati.

Fungsi

a., Perencanaan dan penyusunan kebijaksanaan teknis dalam
bidang kebersihan , Pertamanan dan Keindahan
Kota/Dag&rah serta penerangan jalan umum ;

b. Pemberian bimbingan , pembinaan dan penyuiluhan terha-
dap masalan kebersihan, pertamanan dan Kkeindahan
Kota/Dasrah dan pedagang kaki iima ;

¢. Pelaksanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Kebersihan,
pertamanan dan keindahan Kota/Daerah serta pengeioiaan
sarana prasarana operasionai ;

d. Pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan FPeraturan Peru-
ndang-undangan yang beriaku ;

&. Pelaksanaan pengamanan dan pengendalian teknis keber-
sihan , keindahan kota/Daerah serta penerangan jaian
umum

i. Penyelenggaraan koordinasi dengan insatnsi terkait ;

g. peliayanan dan pengawasan perijinan pedagang kaki iima.

Penyelengaraan Urusan tata Usaha Kantor Kebersihan
dan FPertamanan;
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Tugas Pokok

Rantor Pertanahan mempunyail tugas pokok melaksanakan
urusan ruman tangga Daerah dan tugas pembantuan yang
diberinan Femerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi Jawa
Tengah di bidang pertanahan.

Fungsi

a. penyelienggara tataguna tanah dan tataruang;

D. penyeienggara pengaturan penguasaan tanah (iandre-
form);

G. penyelenggaraan dan pengurusan hak-hak atas tanah ;

d. penyeienggara pengukuran dan pendaftaran tanah;

€. penyelenggara administrasi pertanahan;

f. penetapan kerangka dasar Kadastral Daerah dan pelaksa-
naan pengukuran kerangka dasar Kadastral Daerah ;

g. penanganan penyeiesaian masaiah dan sengketa pertana-
han serta peningkatan partisipasi masyarakat ;

h. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang
pertananan;

i. penyelenggara dan pengawasan standar pelayanan minimal

bidang pertananhan yang wajib diiaksanakan oieh Kabupa-

ten/Kota ;

penyelenggaraan sistem informasi pertanahan ;

pengawasan teknis terhadap peiaksanaan seiurun peratu-

ran perundang-undangan bidang pertanahan.

m. peiayanan dan pengawasan perijinan di bidang Tata Guna
Tanah.
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